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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG /JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 agar dapat
berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu
menetapkan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsetrasi Dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1272);
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020.

Pasal 1

Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 merupakan batas harga tertinggi suatu barang dan jasa
baik secara mandiri maupun gabungan yang sudah termasuk
pajak-pajak dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,
namun dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk
mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga
pasaran umum.

Pasal 3

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan untuk
disesuaikan dengan barang yang telah ditentukan.

Pasal 4

(1) Setiap pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan
dan honorarium pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2020 wajib berpedoman pada Peraturan
Bupati ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan penetapan standar satuan
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapat izin Bupati, yang permohonannya diajukan
melalui Tim Penyusun Standar Satuan Harga, paling

lambat 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang/jasa
dilaksanakan.

Pasal 5

(I) Ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I
Peraturan Bupati ini merupakan batas biaya

tertinggi/estimasi;
4"



(2) Harga barang dan jasa sebagaimana tercantum pada Lampiran II
Peraturan Bupati ini menyesuaikan harga pasar dan dibuktikan dengan
kuitansi pembelian.

Pasal 6

Honorarium yang bersifat bulanan dibayarkan apabila pada bulan tersebut
melaksanakan tugas paling kurang 15 (lima belas) hari.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 8

Untuk Standar Satuan Harga barang/jasa yang tidak ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini, dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, dapat mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tersebut.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 ¥ovember f?‘l?

_~BUPATI PURBALINGGA,

F /- -

,{ 'DYAH HAYUNING PRATIWI (|

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Yovember 2029

. SEKRETARIS DAERAH
/KABUPATEN PURBALINGGA,

‘HYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 91



F o E
IMLLVAd ONINNAVH 55 \m

e

16 4OWON 6102 NNHV.L VOODNITVHIN z?ﬂi:g HVddvd €.—.Em_m
nghzg gﬁw

.3 ___

h ...r:lli.lli...\a..l ____q

6182 h.pa.»on hﬁ v
eddureqing mp «Ezﬁ

000°000°T

- iequuy uenefuiusg deye], 'c'1

e o 1sesey| 1exdul], ue(ipeSusy Ip ueduepisiag deye] b

0000001

000°000'T

S w:_ﬁ:am 1eydur], ueipedua 1p ueBuepisiag deye] g1

|000"000°€

000°000°C

R e o ~ uennuepusqd :mmmxcuﬁﬂ.lmwnm.r Il

_ Exmm_ 1, ue[peduag Ip ueduepsiag deye], ‘7 [

08080

000°000°T

10000001

=R 7 wesey exdul], uepipeduayg 1p ueduepisiag deyel ]

erefoy eyes() eje], wmjny eIeiad| ‘g0 -

mequisy ueneluiuag deye] ‘61

000°000°L

~ SBurpueq jexdul], uenipeSusy 1p ueSuepisiag deye], g

000°000°E

- T [ resjuny, uenipeSusy p ueSuepisiag deye], 71

NVONVEELIHA 0Z0T SHAANI

NVIVN SHAANI YOWON




/

/w w IMLLY3d DN
. L1

.<ucm%ﬂ&m.ﬁ~ v

INNAVH HVAd

8G

16 JOWON 6102 NNHV.L VOONITVERIN NILVdNEVI HVIavd a«._.Emm

1 imﬁ.zou AHVA

N\

zs_m.qﬂ S gﬁm
6182 xequenroy Gy @ eped
edduieqing 1p uexguepuni(

ooo000T | N o S equiey uenelumusg deyey, ‘g 1
" loooooor | o 1sesey] 1exdur], uerpedusg ﬂ.. ueduepisiag deye] [ i i
- ~ loooooot Supueq 1exduy, werpedusg 1p ueSuepisiog deye], €1 5 o
L 000000€ - 1 1exifuyy, veppedusg 1p uvduepisiag deye], 7 1 1T 17
_—A oo — uen[nyEpUayg Ueesiuswad deyey T |

= B T .wnmwoz ByEs() Ble, Wny eresiad| g0

0000007 T o S nequiay uenelumisg dege], ‘g [ |

000000 er T . S N o B © esey jeydul], ue[ipeduad Ip ueduepisiad deye] ¢ | o

0000001 o B - . Bupueg 1exFury, veppedusq 1p ueduepsiag deyey g1

~ looooooe | [ 1exduny, venpeluag 1p ueduepisiag deyel 7 | T
NVONVAILITH 0Z0T SHAANI NVALVS NVIVN SHAANI HOWNON




LLL

JAOWON 6102 NNHVL VOONITVEIN zmeﬁ:mﬁ_ m«mw«a «Eﬁ... i

HVAAVA SIAVEAAS
6183 aequency G| ﬁmw:ﬂmvwn

Y- . efdureqing 1p ueysuepuniq
A S
Au IMILV2d DNINAAVH HVAQ
”.—-....
~ — — : — - e . : - s 5
- . RS __ - eq qul el s ||
- o . o o (I, ISBUIIe 03PIA UBlenquay
AR ERET TR it \lmﬂﬁ\ﬂs ﬁuxl_._wm“_my. jere efesad /popow yeduy, g | Q B D
S SR o o o o ) eud Exs_uoun.v.- Je[e [opow ﬁiimﬂ E2 D e
..... o o - S - _nnummbccz { 1290 ﬂﬂw\ulmz efetad 1o uﬁ_EuH I
\&w&mm v | wes B I A [ePOI g?«.um '0Z0
NVONVIILAN 020¢ SHAANI NVNLVS NVIVAN SHAANT HOWON




